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ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji perlindungan hukum bagi PNS berkaitan dengan hak berpolitik sebagai
warga negara serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil terhadap
pengaturan Pasal 123 ayat (3) UU ASN ditinjau dari UUD NRI 1945. Skripsi ini menggunakan
metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum
bagi PNS berkaitan dengan hak berpolitik sebagai warga negara, maka hak PNS selaku warga
negara dalam Pemilukada harus diperlakukan sama dengan warga negara lainnya yang tidak
berstatus sebagai PNS berdasarkan UUD NRI 1945, dengan syarat pencalonan PNS dalam
Pemilukada harus independen atau dicalonkan oleh partai politik, bukan menjadi anggota
maupun kader partai politik, karena dapat mempengaruhi netralitas seorang PNS. Selain itu hasil
penelitian juga menunjukkan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pegawai Negeri
Sipil terhadap pengaturan Pasal 123 ayat (3) UU ASN ditinjau dari UUD NRI 1945 adalah
mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi, agar ketentuan didalam Pasal 123
ayat (3) UU ASN yang mengatur PNS yang akan mencalonkan diri dalam Pemilikada harus
mengundurkan diri dari PNS, harus dihapus karena bertentangan dengan Konstitusi, dan
dibuatkan peraturan baru yang lebih jelas bahwasannya PNS dapat mencalonkan diri dalam
Pemilukada secara independen atau dicalonkan oleh partai politik tanpa harus menjadi anggota
maupun kader partai politik.
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